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BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 	Kajian Pustaka
2.1.1 	Pajak
2.1.1.1 Definisi Pajak
Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaan pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana dari sektor swasta (wajib pajak yang membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak pemerintah) dan diperuntukan bagi keperluan pembiyaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
Dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai. Dana yang digunakan salah satunya berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk pajak. Pungutan pajak ada ditangan pemerintah dan pembuat peraturan dibidang perpajakan ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sebagai bahan pembanding, penulis akan memberikan beberapa definisi mengenai pajak. Definisi pajak menurut para ahli dibidang perpajakan bermacam-macam, namun definisi tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Dibawah ini definisi pajak menurut beberapa ahli perpajakan.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, bahwa:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

Sedangkan menurut Erly Suandy  menyatakan bahwa:
“Pajak merupakan pungutan berdasarkan undang-undang oleh pemerintah, yang sebagian dipakai untuk penyediaan barang dan jasa publik.”
(2005:5)
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur pokok pajak, yaitu:
1. Iuran atau pungutan,
2. Dipungut berdasarkan undang-undang,
3. Dapat dipaksakan,
4. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi dan
5. Untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. 

2.1.1.2 Ciri-Ciri Pajak
Setelah kita mengetahui definisi tentang pajak, maka kita perlu mengetahui tentang ciri-ciri pajak yang melekat pada definisi tersebut. Berikut ini penulis akan memberikan pendapat dari beberapa tentang ciri-ciri pajak.
Ciri-ciri pajak menurut Muhammad Zain menyatakan bahwa:
“1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungut pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) di sektor swasta (Wajib Pajak membayar) ke sektor negara(pemungut pajak/administrasi pajak).
3. Pemungut pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individu oleh pemerintah terhadap pemabayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
5. Selain fungsi budgetair (anggaran) yaitu untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksaan negara dalam laporan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulerend).”
(2005:12)
	Sedangkan Mardismo berpendapat:	
	“ 1.  Iuran rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan Undang-Undang.
3. Tanpa jasa timbal balik/kontraprestasi di negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.”
(2008:1)

	Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa definisi pajak tidak terlepas dari karekteristik atau ciri-ciri sebagai berikut:
1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang yang sifatnya dipaksakan.
2. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan.


 
2.1.1.3 Fungsi Pajak
Fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan pajak, sementara tujuan pajak tidak terlepas dari tujuan negara. Dengan demikian, tujuan pajak itu harus diselaraskan dengan tujuan negara yang menjadi landasan tujuan pemerintah. Tujuan pemerintah, baik tujuan pajak maupun tujuan negara semuanya berakar pada tujuan masyarakat. Tujuan masyarakat inilah yang menjadi falsafah bangsa dan negara. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi pajak tidak terlepas dari tujuan dan fungsi negara yang mendasarinya.
Berdasarkan definisi-definisi dan ciri-ciri pajak yang telah dijelaskan diatas, terlihat seolah-olah pemerintah memungut pajak semata-mata hanya untuk mengisi kas negara. Namun tidak demikian, karena pemungutan pajak mempunyai fungsi, menurut Mardiasmo:
“Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend).”
(2003:1)
Sedangkan menurut Siti Resmi menyatakan bahwa :
“Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).”
(2003:2)
Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pajak mempunyai dua fungsi yaitu fungsi budgetair dan fungsi mengatur (regulerend) . Uraian mengenai fungsi pajak tersebut adalah sebagai berikut :
1. Fungsi Budgetair atau Fungsi Penerimaan
Penerimaan pajak yang bersumber dari masyarakat digunakan oleh pemerintah sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya atau yang sering disebut sebagai fungsi budgetair atau fungsi penerimaan.
Fungsi budgetair seperti yang ditulis oleh Mardiasmo menyatakan bahwa :
“Fungsi budgetair artinya pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.” 
(2003:1)
Begitu juga seperti halnya Siti Resmi menyatakan bahwa :
“Pajak mempunyai fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.”
(2003:2)

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi budgetair ini, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara dengan mengukur sampai sejauh mana kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga pemerintah. Penjelasan kutipan diatas adalah sebgaia berikut:
2. Fungsi Regulerend atau Fungsi Mengatur
Tetapi, dengan adanya perkembangan waktu dan tingkat pendidikan masyarakat dan system pemerintahan, maka pemungutan pajak mulai dibicarakan di tingkat para wakil rakyat dan muncul tujuan serta fungsi tambahan diluar fungsi budgetair, yaitu fungsi regulerend atau fungsi mengatur.
Fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Mardiasmo menyatakan bahwa :
“Fungsi mengatur (regulerend) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”
(2003:1)
Begitu juga fungsi regulerend seperti yang ditulis oleh Waluyo menyatakan bahwa :
“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.”
(2007:6)
Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam fungsi regulerend ini, pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan masyarakat kearah yang dikehendaki oleh pemerintah. Oleh karena itu, fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Dengan adanya fungsi mengatur, kadang-kadang dari sisi penerimaan (fungsi budgetair) justru tidak menguntungkan. Terhadap kegiatan masyarakat yang bersifat negatif, bila fungsi regulerend itu dikedepankan, maka pemerintah justru dipandang berhasil apabila pemasukan pajaknya kecil. Sebagai contoh minuman keras dikenakan pajak yang tinggi agar konsumsi minuman keras dapat ditekan.
Untuk menyelenggarakan pembangunan nasional menjalankan pemerintahan yang maksimal, pemerintah membutuhkan dana yang sangat  besar salah satunya berasal dari sektor pajak.

2.1.1.4 Sistem Perpajakan
Sistem perpajakan suatu negara terdiri atas tiga unsur, yakni Tax Policy, Tax Law, dan Tax Administration. Ketiga unsur tersebut saling menunjang satu sama lain dan tak bisa dipisahkan. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, sistem perpajakan terdiri dari:
“1)Official Assesment System
2) Semi Self Assesment System
3) Full Self Assesment System
4) With Holding System.”
 (2006:25)
Penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:
1.	Official Assesment System, adalah dimana wewenang pemungutan pajak pada fiskus. Utang pajak timbul kalau ada Surat Ketetapan Pajak (SKP), dilaksanakan sampai tahun 1967.
2.	Semi Self Assesment System, adalah wewenang pemngutan ada pada wajib ajak dan fiskus. Pada awal tahun pajak wajib pajak menaksirkan dahulu berapa pajak yang akan terutang untuk satu tahun pajak, kemudian mengangsurnya. Akhir tahun pajak, pajak terutang sesungguhnya ditentukan fiskus. Dilaksanakan di Indonesia pada periode 1968-1983.
3.	Full Assesment System, adalah wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendirir pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.    
4.	With Holding System, adalah wewenang pemungutan ada pada pihak ketiga. Dilaksanakan secara efektif sejak 1984.

2.1.2 Aspek formal perencanaan pajak
2.1.2.1 Definisi Perencanaan Pajak
	Perencanaan pajak dilakukan untuk memenuhi kewajiban pajak dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga tidak  akan dikenakan sanksi administrasi dan hukum.
Menurut Muhammad Zain yaitu sebagai berikut :
Tax Planning merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang dilakukan agar beban pajak.
(2007:21)

Menurut Harnanto menyatakan :
”Tax Plannimg adalah Suatu proses pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak untuk meminimalkan beban atau kewajiban pajaknya, baik yang berupa penghasilan maupun pajak-pajak yang lain: melalui pemanfaatan fasilitas perpajakan dan perundang-undangan perpajakan”
(2001:4)
 Berdasarkan definisi tentang tax planning dari kedua pengertian dia atas dapat disimpulkan bahwa tax planning merupakan pengintegrasian usaha-usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak atau kewajiban pajaknya, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pajak. Dalam menyusun tax planning yang dianggap tidak melanggar aturan pajak menurut Nurhidayat dalam artikel tax planning bukan untuk hindari pajak perpajakan adalah :
Paling tidak ada 5 persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : 
1. Mengerti peraturan perpajakan/peraturan yang terkait. 
2. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning.
3. Harus dipahami karakter usaha wajib pajak.
4. Memahami tingkat kewajaran transaksi yang diatur perencanaan pajak.
5. Tax Planning harus didukung oleh kebijakan akuntansi dan didukung bukti memadai seperti faktur, perjanjian dll.

(2005 : 1)

	Menurut Aris Aviantara, SE, BKP : 
Aspek Formal dan Administratif merupakan :
1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP);
2. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan oleh bagian administrasi ; 
3. Membayar pajak;
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan.
(2006:72)



Berdasarkan uaraian di atas tentang aspek formal perencanaan pajak penulis menyimpulkan bahwa aspek formal perencanaan pajak merupakan suatu aspek administratif yang meliputi kewajiban mendaftarkan dirti untuk memperoleh NPWP, Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP), membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau masa  yang harus dilakukan oleh wajib pajak baik pribadi maupun badan.

2.2.2 Tujuan Perencanaan Pajak
	Tujuan tax planning yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
	Tujuan tax planning perusahaan ada tiga yaitu:
a. Membuka kesadaran akan pentingnya manajemen perpajakan perusahaan
b. Membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku
c. Membuat metode perhitungan dalam efisiensi pembayaran pajak secara
    legal. 
Empat hal yang perlu diperhatikan dalam rangka melaksanakan tax planning adalah:
a. Pertama, Wajib Pajak harus mengerti peraturan perpajakan yang terkait. Akansangat sulit dapat melakukan tax planning yang baik dan tidak melanggar undang-undang bila tax planning dirancang tidak dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan tax planning yang melanggar undang-undang akan berakibat fatal dan bahkan dapat mengancam keberhasilan tax planning. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak. Karena itu, sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan wajib pajak sendiri.
b. Kedua, menentukan tujuan yang ingin dicapai dalam tax planning. Tax planning paling tidak memiliki dua tujuan utama yakni:
1. Menerapkan peraturan perpajakan secara benar
2. Mengefisienkan laba yang diharapakan
3. Ketiga, dalam melakukan tax planning harus memahami karakter usaha Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan hampir setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaan- kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk-beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan tax planning.
e.	Ketiga, dalam melakukan perencanaan pajak harus memahami karakter usaha Wajib Pajak. Hal ini dikarenakan hamper setiap perusahaan memiliki perbedaan-perbedaan dalam kebijakan maupun perilaku dan kebiasaan-kebiasaannya. Dengan memahami secara mendalam seluk-beluk usaha akan sangat membantu dalam melakukan perencanaan pajak.
d. Keempat, memahami tingkat kewajaran atas transaksi-transaksi yang diatur dalam tax planning. Hal ini dikarenakan apabila pelaksanaan tax planning dengan mengabaikan kewajaran sudah tentu akan menimbulkan kesulitan- kesulitan karena adanya kecurigaan fiskus dan ini dapat berimplikasi dengan pemeriksaan, karena bisa diindikasikan adanya kecurangan pajak.

2.1.3  Kepatuhan Perpajakan
2.1.1.1  Definisi Kepatuhan Perpajakan
	      Dalam melakukan perencanaan pajak yang baik perusahaan harus memperhatikan kepatuhan perpajakan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan. 

Menurut Safri Numantu pengertian dari Kepatuhan Perpajakan adalah : 
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.
(2006:107)
	Menurut Gunadi pengertian kepatuhan perpajakan wajib pajak adalah 
Kepatuhan Perpajakan (tax compliance) adalah wajib pajak orang pribadi mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, inves-tigasi seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. 												        (2005;14)
Dari definisi tentang Kepatuhan Perpajakan dapat disimpulkan bahwasanya kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak termasuk perusahaan telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan tanpa perlu diadakannya pemeriksanaan, penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.
2.1.4 Hubungan Aspek Formal Perencanaan Pajak Dengan Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi
 Berdasarkan teori yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa dengan Aspek formal perencanaan pajak yang digunakan untuk menghindari pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.   Menurut Erly Suandy adalah :
”Aspek formal dan administrasi perencanaan pajak merupakan kewajiban perpajakan bermula dari implementasi Undang-undang perpajakan. Oleh karena itu ketidakpatuhan terhadap Undang-undang perpajakan dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dieliminasi melalui suatu perencanaan pajak yang baik. Untuk dapat menyusun perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan yang baik diperlukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, sehingga kepatuhan perpajakann wajib pajak orang pribadi dapat dilaksanakan dengan baik”.
(2004 :8)
Oleh karena hal tersebut wajib pajak di dalam melakukan kepatuhan perpajakan yang baik maka di dalam melaksanakan aspek formal perencanaan pajak harus perpajakan.berdasarkan ketentuan perundang-undang perpajakan yang berlaku agar tidak mendapatkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
	Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa hubungan aspek formal perencanaan pajak dengan kepatuhan perpajakan adalah sangat baik karena dengan adanya aspek formal perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahan untuk menghindari pajak maka kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan tidak menyimpang dari aturan-aturan perpajakan atau undang-undang peprpajakan yang berlaku.
2.1.5 Kerangka Pemikiran
Dalam upaya menghindari adanya pajak yang tinggi yang diberikan oleh pemerintah lewat kantor pajak terhdap perusahaan,maka perusahaan tidak ingin pajak yang dibayar melebihi keuntungan yang diperoleh. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah ”kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar, sektor pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam menunjang keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu hal yang paling utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia adalah dengan adanya partisipasi rakyat Indonesia dalam membayar pajak.
Pengertian pajak menurut Adriani yang dikutip dan dialih bahasakan oleh Muhammad Zain adalah :
”Pajak adalah iuran masyarakat kepada kas negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut pertaturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
(2005 : 10)
Sistem pajak kita menganut sistem Self Assestment System dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dan pengusaha kena pajak untuk menghitung, mencatat dan membayar sendiri pajaknya.
Menurut Mardiasmo self assestment system adalah :
”Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang”. 
(2006 : 7) 
Di dalam self assestment system sendiri terdapat ciri-cirinya. Ciri-ciri self assetment system menurut Mardiasmo adalah :
1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
2. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 	
sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
(2000 : 7)
Tujuan tax planning yang paling utama adalah untuk mencari berbagai kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan agar dalam konteks peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah yang tidak terlalu besar, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tax planning yang sehat akan dapat mengeliminir over/under compliance dari pelaksanaan peraturan perpajakan. Pada dasarnya pajak yang terutang tidak dapat dikurangi. Tax planning dilakukan sehingga pajak dapat lebih efisien pada saat menghitung pajak terutang pada akhir tahun. Secara bisnis, tax planning adalah beralasan, karena untuk memperoleh keuntungan pengusaha menghadapi banyak resiko yang harus diminimisasi dan aspek perpajakan adalah salah satunya karena pada dasarnya pajak adalah merupakan tambahan biaya bagi perusahaan. Tax planning juga mencakup usaha-usaha untuk melakukan proteksi agar perusahaan/ organisasi terhindar atau paling tidak meminimalisasi kemungkinan koreksi pajak pada masa-masa yang akan datang. Perencanaan Pajak (Tax Planning) Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam melakukan manajemen pajak, umumnya selalui dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi tersebut terkena pajak. Bila suatu transaksi tersebut terkena pajak, apakah dapat diupayakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya.
Aspek formal perencanaan pajak terdapat indikator-indikator di dalamnya. Indikator tersebut adalah :
Menurut Erly Suandy Aspek Formal Tax Planning  meliputi:
· Menyelenggarakan pembukuan
· Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
· Membayar pajak;
· Menyampaikan Surat Pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan  massa
(2003 : 5)
Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi terdapat di dalamnya indikator yaitu tentang :
Menurut Chaizi Nasucha Indikator di dalam kepatuhan wajib pajak  yaitu : 
· Kepatuhan dalam menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
· Kepatuhan dalam penghitugan dan pembayaran pajak terutang
· Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak
(2005 :78)
Berdasarkan indikator dari masing- masing variable X dan Y penulis menyimpulkan bahwa Aspek Formal Tax Planning memiliki empat indikator di dalamnya yaitu menyelenggarakan pembukuan, memungut pph pasal 21,22,23, membayar pajak danMenyampaikan surat pemberitahuan tahunan dan surat pemberitahuan massa sedangkan kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi adalah tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman atau sanksi administrasi.
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Gambar 2.1

 Skema Kerangka Pemikiran


2.1.6 Hipotesis 
Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang disajikan penulis berhipotesis bahwa Aspek Formal Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.
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